
BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penelantaran Dalam Rumah Tangga
Penelantaran rumah tangga sudah diatur secara jelas dan tegas dalam Undang-Undang 23 Tahun 20004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau bisa disebut dengan PDKRT. Lahirnya UU PKDRT merupakan salah satu tongak sejarah bagi upaya perlindungan terhadap korban kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, termasuk penelantaran rumah tangga, khususnya kaum perempuan dan anak sebagai kelompok yang rentan menjadi korban kekerasan.

Pengaturan hukum penelantaran rumah tangga dalam Pasal 49 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Tambahan Lembar Negara Tahun 2004 Nomor 95 sebagaimana tertera di bawah ini, yaitu: 
Ayat (1): “Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawat, atau pemeliharan kepada orang tersebut.” 
Ayat (2): “Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam 

atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut”.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjadi perubahan paradigma baru dalam memandang permasalahan KDRT. KDRT tidak lagi hanya dilihat sebagai masalah privat individual, melainkan juga sebagai masalah sosial dan tindakan kriminal. Penanganannya harus dilakukan secara hati-hati karena melibatkan anggota keluarga sebagai pelaku dan korban. Oleh karena itu, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga perlu diterapkan untuk memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya penegakan hukum dalam melindungi hak-hak perempuan.
Penelantaran rumah tangga dalam konteks ini, biasanya terjadi pada istri yang oleh suami tidak diberi nafkah selama dalam perkawinannya. Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan: “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumahtangga sesuai dengan kemampuannya.”
Hal tersebut dipertegas oleh ketentuan Pasal 80 Ayat (2) dan Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan: “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:
a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri; 

b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; 

c. Biaya pendidikan bagi anak”. 
Kedua pasal tersebut, bisa dimaknai bahwa seorang suami secara hukum wajib memberikan nafkah kepada orang dalam lingkup rumah tangganya, yakni istri dan anaknya, sesuai dengan kemampuannya, dan/atau penghasilannya. Sehingga, jika suami tidak melakukan kewajibannya, maka suami dapat dianggap melakukan penelantaran rumah tangga.
Terkait dengan hal diatas, berdasarkan posisi kasus dan putusan nomor 179/Pid.Sus/2021/Pn.Tbt terdapat pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga yang telah diadili oleh Majelis Hakim yakni Pasal 49 huruf a Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Dalam perkara diatas Terdakwa Heri Sanjaya alias Heri di dakwa dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Oleh karena dakwaan jaksa penuntut umum berbentuk dakwaan tunggal sehingga Majelis Hakim melihat fakta-fakta hukum tidak terlalu sulit untuk memutus, selanjutnya di dalam proses persidangan hingga sampai pengambilan putusan, akhirnya Majelis Hakim menyatakan Terdakwa Heri Sanjaya alias Heri tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penelantaran dalam rumah tangga” sebagaimana dalam dakwaan tunggal.

Menurut Penulis, terkait dengan pengaturan hukum diatas tidak terlepas dari persepsi bahwa Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan delik aduan masih menjadi salah satu alasan kepolisian untuk tidak aktif dalam menangani kasus penelantaran dalam rumah tangga. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 mengatur tentang pencegahan, perlindungan, dan pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga, serta mengatur secara spesifik tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang termasuk dalam tindak pidana penganiayaan yang berbeda dengan yang diatur dalam KUHP. Selain itu, undang-undang ini menegaskan kewajiban aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, atau pembimbing rohani untuk melindungi korban dan memberikan respons yang sensitif terhadap kepentingan keluarga yang bermuara pada keutuhan dan kerukunan keluarga.
B. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Penelantaran Dalam Rumah Tangga
Sebelum penulis menguraikan mengenai penerapan hukum pidana materil dalam kasus putusan nomor 179/Pid.Sus/2021/Pn.Tbt, maka perlu diketahui terlebih dahulu posisi kasus dan penjatuhan putusan oleh majelis hakim dengan melihat acara pemeriksaan biasa pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini.
1. Posisi Kasus

Pada tanggal 08 Maret 2015 saksi korban Nurmala Sri Rangkuti dan terdakwa Heri Sanjaya alias Heri melangsungkan pernikahan dirumah orang tua saksi korban yang berada di Jalan Kutilang BTN Purnawirawan Blok A No. 11 Kelurahan Bulian Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi dan semenjak menikah terdakwa dan saksi korban tinggal dirumah orang tua terdakwa yang berada di Jalan Ir. H. Djuanda Lk.II Kelurahan Karya Jaya Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi. Dimana pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah mengelola warnet milik orang tuanya, namun selama beberapa bulan saksi korban tinggal bersama terdakwa dirumah mertuanya, terdakwa tidak pernah memberikan saksi korban uang keperluan pribadi saksi korban dan biaya makan juga ditanggung oleh mertua saksi korban. Kemudian pada bulan Juli 2015 saksi korban pulang ke rumah orang tuanya karena tidak tahan tinggal bersama terdakwa yang sering melakukan kekerasan terhadap saksi korban padahal saksi korban dalam keadaan hamil, dan terdakwa juga tidak pernah menafkahi saksi korban, kemudian pada saat saksi korban melahirkan anaknya pada tanggal 04 Januari 2016, terdakwa datang melihat anaknya dan memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada bidan untuk biayapersalinan, dan setelah itu terdakwa kembali ke rumah orang tuanya dan meninggalkan saksi korban bersama anaknya, lalu pada bulan April 2016 pada saat saksi korban menabalkan nama anaknya, terdakwa datang dan meminta korban untuk rujuk dan kembali hidup bersama dan saksi korban menyetujui tinggal bersama kembali disebuah rumah kontrakkan, namun pada saat saksi korban hidup bersama kembali dengan terdakwa, saksi korban hanya diberi uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perharinya dan uang tersebut tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari untuk saksi korban dan anaknya sehingga sering terjadi pertengkaran antara saksi korban dengan terdakwa dan saksi korban kembali pulang kerumah orang tuanya pada bulan Juli 2016, dan dari bulan Juli 2016 sampai dengan saat ini terdakwa tidak pernah lagi memberikan nafkah untuk kebutuhan saksi korban dan anaknya sehingga saksi korban merasa keberatan dan melaporkan perbuatan terdakwa kepihak kepolisian.
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Jaksa penuntut umum yang melakukan tugas penuntutan membuat surat dakwaan berdasarkan berita acara yang diajukan oleh penyidik untuk dilanjutkan ke tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Terdakwa Heri Sanjaya alias Heri didakwakan dengan dakwaan tunggal oleh jaksa penuntut umum. Adapun dakwaan jaksa penuntut umum dalam Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/Pn.Tbt, adalah sebagai berikut:

a. Bahwa terdakwa Heri Sanjaya alias Heri pada sekitar bulan Agustus 2015 s/d bulan Mei 2016 dan sekitar bulan Juli 2016 s/d bulan September 2020 (hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi), atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2015 s/d Tahun 2020, bertempat di Jalan Ir. H. Djuanda Lk.II Kelurahan Karya Jaya Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, melakukan perbuatan menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

· Bahwa pada tanggal 08 Maret 2015 saksi korban Nurmala Sri Rangkuti dan terdakwa Heri Sanjaya alias Heri melangsungkan pernikahan dirumah orang tua saksi korban yang berada di Jalan Kutilang BTN Purnawirawan Blok A No. 11 Kelurahan Bulian Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi dan semenjak menikah terdakwa dan saksi korban tinggal dirumah orang tua terdakwa yang berada di Jalan Ir. H. Djuanda Lk.II Kelurahan Karya Jaya Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi. Dimana pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah mengelola warnet milik orang tuanya, namun selama beberapa bulan saksi korban tinggal bersama terdakwa dirumah mertuanya, terdakwa tidak pernah memberikan saksi korban uang keperluan pribadi saksi korban dan biaya makan juga ditanggung oleh mertua saksi korban. Kemudian pada bulan Juli 2015 saksi korban pulang ke rumah orang tuanya karena tidak tahan tinggal bersama terdakwa yang sering melakukan kekerasan terhadap saksi korban padahal saksi korban dalam keadaan hamil, dan terdakwa juga tidak pernah menafkahi saksi korban, kemudian pada saat saksi korban melahirkan anaknya pada tanggal 04 Januari 2016, terdakwa datang melihat anaknya dan memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada bidan untuk biayapersalinan, dan setelah itu terdakwa kembali ke rumah orang tuanya dan meninggalkan saksi korban bersama anaknya, lalu pada bulan April 2016 pada saat saksi korban menabalkan nama anaknya, terdakwa datang dan meminta korban untuk rujuk dan kembali hidup bersama dan saksi korban menyetujui tinggal bersama kembali disebuah rumah kontrakkan, namun pada saat saksi korban hidup bersama kembali dengan terdakwa, saksi korban hanya diberi uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perharinya dan uang tersebut tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari untuk saksi korban dan anaknya sehingga sering terjadi pertengkaran antara saksi korban dengan terdakwa dan saksi korban kembali pulang kerumah orang tuanya pada bulan Juli 2016, dan dari bulan Juli 2016 sampai dengan saat ini terdakwa tidak pernah lagi memberikan nafkah untuk kebutuhan saksi korban dan anaknya sehingga saksi korban merasa keberatan dan melaporkan perbuatan terdakwa kepihak kepolisian.

b. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 huruf a Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Mengenai tuntutan jaksa penuntut umum terhadap tindak pidana penelantaran dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh terdakwa Heri Sanjaya alias Heri, maka penuntut umum menuntut agar:
a. Menyatakan terdakwa Heri Sanjaya alias Heri, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penelantaran dalam rumah tangga” sebagaimana dalam Surat Dakwaan melanggar pasal 49 huruf a Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 

b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Heri Sanjaya alias Heri, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. 

c. Memerintahkan agar terdakwa ditahan. 

d. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah buku Akta Nikah Nomor : 44 / 14 / III / 2015, tanggal 08 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi, atas nama Heri Sanjaya dan Nurmala Sari Rangkuti. Dikembalikan kepada saksi korban Nurmala Sri Rangkuti

e. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).
4. Amar Putusan

MENGADILI:
a. Menyatakan Terdakwa Heri Sanjaya alias Heri tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penelantaran dalam rumah tangga” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan; 

c. Menetapkan Terdakwa ditahan; 

d. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah buku Akta Nikah Nomor : 44 / 14 / III / 2015, tanggal 08 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi, atas nama Heri Sanjaya dan Nurmala Sari Rangkuti. Dikembalikan kepada saksi korban Nurmala Sri Rangkuti; 

e. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

5. Analisa Penulis

Putusan hakim tersebut merupakan bagian dari proses penegakkan hukum yang memiliki salah satu tujuan yakni kebenaran hukum atau terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim merupakan produk penegak hukum yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis dari hasil proses penyelesaian perkara dalam persidangan. Penerapan hukum harus sesuai dengan kasus yang terjadi, sehingga hakim dituntut untuk selalu dapat menafsirkan makna undang-undang dan peraturan lain yang dijadikan dasar putusan. Penerapan hukum harus sesuai dengan kasus yang terjadi, sehingga hakim dapat mengkonstruksi kasus yang diadili secara utuh, bijaksana dan objektif.

Berdasarkan perkara putusan nomor 179/Pid.Sus/2021/Pn.Tbt, bentuk surat dakwaan yang digunakan jaksa penuntut umum yaitu dakwaan tunggal karena tidak terdapat kemungkinan untuk mengajukan dakwaan alternatif atau dakwaan pengganti lainnya. Hakim menyatakan terdakwa telah terbukti bersalah melakukan “tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga” sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dalam hal ini hakim memutuskan perkara berdasarkan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebagaimana yang telah disebutkan dalam tuntutan jaksa penuntut umum adapun unsur-unsur tersebut yaitu:
1) Unsur Setiap Orang

· Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengandung pengertian adanya orang yang merupakan subyek hukum pelaku tindak pidana dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohani mampu untuk bertanggung jawab;

· Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini pihak Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Heri Sanjaya Alias Heri selaku Terdakwa; 
· Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, identitas terdakwa yang tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga benar terdakwa Heri Sanjaya Alias Heri adalah subyek hukum yang dimaksudkan dalam dakwaan tersebut ; 
· Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menyatakan apakah benar terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar terdakwa melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi; 
2) Unsur Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga;
· Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga dalam Pasal 1 angka 1 Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga; Menimbang, bahwa yang dimaksud Lingkup rumah tangga dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 2004 ini meliputi: 
a. suami, isteri, dan anak;

b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau; 

c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut; (2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan;
· Menimbang, bahwa dari pengertian dalam Pasal 2 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tersebut dan dikaitkan dengan keterangan para saksi, keterangan terdakwa di depan persidangan, memang benar terdakwa dan saksi korban Nurmala Sari Rangkuti mempunyai hubungan keluarga yaitu hubungan suami dan istri yang tinggal dalam lingkup rumah tangga; 
· Menimbang, bahwa Pasal 5 Undang-Undang No. 23 tahun 2004 dengan tegas disebutkan "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: a. kekerasan fisik; b. kekerasan psikis; c. kekerasan seksual; atau d. penelantaran rumah tangga; 
· Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan fisik dalam Pasal 6 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat; 
· Menimbang, bahwa terdakwa kenal dengan korban Nurmala Sari Rangkuti, yang mana korban adalah Istri sah terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa korban Nurmala Sari Rangkuti adalah istri terdakwa sesuai dengan pernikahan yang telah kami lakukan serta sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 44 / 14 / III / 2015 tanggal 08 Maret 2015 di KUA Kec Bajenis Kota T.Tinggi. 
· Menimbang, bahwa setelah terdakwa dan korban melangsungkan pernikahan lalu terdakwa dan korban tinggal dirumah orang tua terdakwa di Jl Ir H Juanda Lk.II Kel Karya Jaya Kec Rambutan Kota Tebing Tinggi dan setelah menikah 2 (bulan) lalu korban pergi meninggalkan terdakwa dan kemudian terdakwa bersama dengan orang tua terdakwa berusaha mencari korban dan menjumpainya di rumah orang tua korban di Perumahan Purnawirawan Kec Bajenis Kota Tebing Tinggi namun saat itu korban tidak mau ikut sama terdakwa sehingga terdakwa meninggalkan korban NURMALA SARI RANGKUTI dirumah mertua terdakwa dan dapat terdakwa jelaskan saat itu korban dalam keadaanhamil sehingga terdakwa terus berusaha untuk meyakinkan korban NURMALA SARI RANGKUTI agar ikut kembali bersama terdakwa namun terdakwa tetap tidak mau hingga saat itu pada bulan Januari 2016 korban melahirkan di Klinik Bidan Lastri dan saat itu terdakwa juga hadir di Klinik tersebut untuk mendampingi korban hingga anak terdakwa lahir dan saat itu terdakwa tetap mengajak korban NURMALA SARI RANGKUTI untuk ikut bersama terdakwa namun korban tetap tidak mau sehingga terdakwa meninggalkan korban di Klinik Bidan Lastri dan hingga saat ini rumah tangga terdakwa dengan korban tidak harmonis. 
· Menimbang, bahwa Bahwa saat itu ketika anak terdakwa telah lahir korban tetap tidak mau ikut dengan terdakwa namun saat itu terdakwa tetap menjumpai korban di rumah mertua terdakwa di Perumahan Purnawirawan Kec Bajenis Kota Tebing Tinggi dan saat itu terdakwa tetap berusaha agar korban bersedia ikut dengan terdakwa dan hidup menjalin rumah tangga dengan terdakwa namun korban tetap tidak mau . Hingga anak terdakwa berumur 5 (Lima bulan) sekira bulan Mei 2016 kemudian korban mau dan bersedia tinggal bersama terdakwa dan saat itu terdakwa dan korban tinggal dirumah kontrakan di Jln. Ir H Juanda Lk. III Kel Karya Jaya Kec Bajenis Kota Tebing Tinggi namun saat itu kebersamaan terdakwa dan korban hanya bertahan sampai 2 (dua) bulan saja kemudian korban kembali meninggalkan terdakwa dan kemudian terdakwa tetap berusaha mencari korban dan menemukkanya di rumah mertua terdakwa dan terdakwa berusaha namun korban tidak mau hingga sampai saat ini. 
· Menimbang, bahwa terdakwa memiliki anak yang bernama Muhammad Aditya dari hasil pernikahan terdakwa dengan korban Nurmala Sari Rangkuti dan tanggung jawab terdakwa sebagai ayah bahwa terdakwa pernah memberikan uang susu anak terdakwa kepada korban sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), yang mana terdakwa lupa bulannya namun pada tahun 2016 dan setelah itu terdakwa tidak ada lagi memberikan apapun kepada korban dikarenkan terdakwa mau korban dan anak terdakwa hidup bersama terdakwa namun korban tidak mau ikut dengan terdakwa dan Terdakwa tidak ada menafkahi anak dan istri terdakwa serta saat sekarang ini anak terdakwa tinggal bersama dengan istri terdakwa dan Terdakwa lupa tanggal dan bulannya namun tepat pada tahun 2016 ketika anak terdakwa telah berumur 5 (lima) bulan dan istri terdakwa meninggalkan terdakwa serta membawa anak terdakwa pergi maka dimulai dari situlah terdakwa tidak lagi menafkahi anak dan istri terdakwa hingga saat ini tahun 2020.
· Menimbang, bahwa sebab terdakwa tidak menafkahi anak dan istri terdakwa hingga saat ini karena terdakwa tidak memiliki uang dan terdakwa tidak memiliki pekerjaan namun terdakwa pernah menjaga usaha warnet orang tua terdakwa pada tahun 2016 namun saat sekarang ini terdakwa tidak bekerja serta tidak memiliki gaji tetap dan terdakwa hidup bergantung dengan orang tua terdakwa dan dapat terdakwa jelaskan bahwa pada saat menjaga usaha warnet terdakwa digaji sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) per bulannya dan terdakwa menjelaskan jika korban taat dengan terdakwa dan tidak pernah meninggalkan terdakwa maka sebagai suami, terdakwa pasti memberikan nafkah kepada korban dan anak terdakwa, namun korban selalu pergi meninggalkan terdakwa dan tidak mau hidup bersama dengan terdakwa dirumah terdakwa.
· Menimbang, bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai ayah adalah memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari anak terdakwa dalam hidupnya dan terdakwa tidak ada memberikan kebutuhan anak terdakwa sehari-harinya dan tidak menafkahinya; 
· Menimbang, sesuai dengan bukti surat yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa kehadapan Majelis Hakim bahwa ternyata Terdakwa sedang menjalani pengobatan rutin di Poli Jiwa RSUD Dr.H Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi; 
· Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, unsur Melakukan perbuatan menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a tersebut telah terpenuhi; 
· Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Berdasarkan penjelasan unsur-unsur diatas penerapan hukum tindak pidana penelantaran dalam lingkup rumah tangga pada putusan nomor 179/Pid.Sus/2021/Pn.Tbt telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.
Menurut pandangan penulis penerapan hukum yang dilakukan telah sesuai dalam perkara ini, karena telah menerapkan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dalam kasus ini telah terbukti bahwa terdakwa telah menelantarkan istrinya dan anaknya, namun penjatuhan pidana penjara selama 4 (empat) bulan kepada terdakwa berdasarkan Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/Pn.Tbt cenderung ringan bagi terdakwa dan tidak adil bagi korban.
Dalam memberikan suatu putusan maka hakim perlu mempertimbangkan dari beberapa aspek dan fakta saat persidangan. Hal tersebut dimaksudkan agar putusan yang dihasilkan sesuai dengan asas keadilan dan kemanfaatan untuk kedua belah pihak. Penjatuhan pidana atas penerapan hukum tersebut dinilai masih sangat minim dan kurang memberikan efek jera kepada pelaku-pelaku penelantaran dalam rumah tangga, dan hal tersebut dapat memicu lebih banyaknya lagi benih-benih terjadinya penelantaran rumah tangga di masyarakat. Sebab tujuan dari pada pemidanaan itu sendiri adalah untuk memberikan efek jera terhadap pelaku namun bukan sebagai ajang balas dendam dan menyengsarakan, tetapi bertujuan untuk menertibkan di masyarakat.
C. Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penelantaran Dalam Rumah Tangga
Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan nilai suatu putusan yang menyangkut keadilan, kepastian hukum sehingga pertimbangan hakim harus dipertimbangkan secara matang. Apabila pemeriksaan hakim tidak teliti, bermutu tinggi dan teliti, maka putusan hakim yang dihasilkan dari pemeriksaan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. Dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dalam menjatuhkan pidana dalam Perkara Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/Pn.Tbt, Majelis Hakim mempertimbangkan dari berbagai dasar yaitu:
a. Pertimbangan Yuridis
Dalam penjatuhan sanksi pidana pada Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/Pn.Tbt, Hakim harus berdasarkan minimal pada dua alat bukti yang sah, kemudian alat bukti tersebut oleh Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukannya. Hal ini diatur dalam Pasal 183 KUHAP, adapun dialam putusan nomor 179/Pid.Sus/2021/Pn.Tbt, terdapat beberapa alat bukti yakni sebagai berikut:
a. Keterangan Saksi

Pada putusan nomor 179/Pid.Sus/2021/Pn.Tbt hal ini tentunya pertimbangan hakim juga didasarkan pada keterangan para saksi-saksi yang telah di hadirkan dipersidangan diantaranya Penuntut Umum  menghadirkan tiga orang saksi yakni saksi Nurmala Sari Rangkuti, Dini Junita Putri, dan Sri Wahyuni Rangkuti. Adapun Terdakwa juga menghadirkan saksi yang meringankan yakni Suwardi dan Tuginem.

b. Keterangan Terdakwa

Didalam putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/Pn.Tbt terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut ini;

· Bahwa pada saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat 

· Bahwa Terdakwa mengerti tentang laporan istri terdakwa Nurmala Sari Rangkuti ke Polres Tebing Tinggi terkait tentang Penelantaran dalam rumah tangga yang dialaminya. 

· Bahwa terdakwa kenal dengan korban Nurmala Sari Rangkuti, yang mana korban adalah Istri sah terdakwa. 

· Bahwa dasar terdakwa mengatakan bahwa korban Nurmala Sari Rangkuti adalah istri terdakwa sesuai dengan pernikahan yang telah kami lakukan serta sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 44 / 14 / III / 2015 tanggal 08 Maret 2015 di KUA Kec Bajenis Kota T.Tinggi.

· Bahwa setelah terdakwa dan korban melangsungkan pernikahan lalu terdakwa dan korban tinggal dirumah orang tua terdakwa di Jl Ir H Juanda Lk.II Kel Karya Jaya Kec Rambutan Kota Tebing Tinggi dan setelah menikah 2 (bulan) lalu korban pergi meninggalkan terdakwa dan kemudian terdakwa bersama dengan orang tua terdakwa berusaha mencari korban dan menjumpainya di rumah orang tua korban di Perumahan Purnawirawan Kec Bajenis Kota Tebing Tinggi namun saat itu korban tidak mau ikut sama terdakwa sehingga terdakwa meninggalkan korban NURMALA SARI RANGKUTI dirumah mertua terdakwa dan dapat terdakwa jelaskan saat itu korban dalam keadaan hamil sehingga terdakwa terus berusaha untuk meyakinkan korban NURMALA SARI RANGKUTI agar ikut kembali bersama terdakwa namun terdakwa tetap tidak mau hingga saat itu pada bulan Januari 2016 korban melahirkan di Klinik Bidan Lastri dan saat itu terdakwa juga hadir di Klinik tersebut untuk mendampingi korban hingga anak terdakwa lahir dan saat itu terdakwa tetap mengajak korban NURMALA SARI RANGKUTI untuk ikut bersama terdakwa namun korban tetap tidak mau sehingga terdakwa meninggalkan korban di Klinik Bidan Lastri dan hingga saat ini rumah tangga terdakwa dengan korban tidak harmonis. 

· Bahwa korban Nurmala Sari Rangkuti melahirkan anak terdakwa di Bidan Lastri dan seluruh biayanya ditanggung oleh BPJS sehingga terdakwa tidak mengeluarkan uang dan saat itu terdakwa membelikan perlengkapan anak bayi untuk anak terdakwa. 

· Bahwa saat itu ketika anak terdakwa telah lahir korban tetap tidak mau ikut dengan terdakwa namun saat itu terdakwa tetap menjumpai korban di rumah mertua terdakwa di Perumahan Purnawirawan Kec Bajenis Kota Tebing Tinggi dan saat itu terdakwa tetap berusaha agar korban bersedia ikut dengan terdakwa dan hidup menjalin rumah tangga dengan terdakwa namun korban tetap tidak mau. Hingga anak terdakwa berumur 5 (Lima bulan) sekira bulan Mei 2016 kemudian korban mau dan bersedia tinggal bersama terdakwa dan saat itu terdakwa dan korban tinggal dirumah kontrakan di Jln. Ir H Juanda Lk. III Kel Karya Jaya Kec Bajenis Kota Tebing Tinggi namun saat itu kebersamaan terdakwa dan korban hanya bertahan sampai 2 (dua) bulan saja kemudian korban kembali meninggalkan terdakwa dan kemudian terdakwa tetap berusaha mencari korban dan menemukkanya di rumah mertua terdakwa dan terdakwa berusaha namun korban tidak mau hingga sampai saat ini. 

· Bahwa terdakwa memiliki anak yang bernama Muhammad Aditya dari hasil pernikahan terdakwa dengan korban Nurmala Sari Rangkuti dan tanggung jawab terdakwa sebagai ayah bahwa terdakwa pernah memberikan uang susu anak terdakwa kepada korban sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), yang mana terdakwa lupa bulannya namun pada tahun 2016 dan setelah itu terdakwa tidak ada lagi memberikan apapun kepada korban dikarenkan terdakwa mau korban dan anak terdakwa hidup bersama terdakwa namun korban tidak mau ikut dengan terdakwa. 

· Bahwa Terdakwa tidak ada menafkahi anak dan istri terdakwa serta saat sekarang ini anak terdakwa tinggal bersama dengan istri terdakwa. 

· Bahwa Terdakwa lupa tanggal dan bulannya namun tepat pada tahun 2016 ketika anak terdakwa telah berumur 5 (lima) bulan dan istri terdakwa meninggalkan terdakwa serta membawa anak terdakwa pergi maka dimulai dari situlah terdakwa tidak lagi menafkahi anak dan istri terdakwa hingga saat ini tahun 2020. 

· Bahwa tujuan terdakwa tidak menafkahi anak dan istri terdakwa hingga saat ini karena terdakwa tidak memiliki uang. - Bahwa terdakwa tidak memiliki pekerjaan namun terdakwa pernah menjaga usaha warnet orang tua terdakwa pada tahun 2016 namun saat sekarang ini terdakwa tidak bekerja. 

· Bahwa terdakwa tidak memiliki gaji tetap dan terdakwa hidup bergantung dengan orang tua terdakwa dan dapat terdakwa jelaskan bahwa pada saat menjaga usaha warnet terdakwa digaji sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) per bulannya. 

· Bahwa terdakwa menjelaskan jika korban taat dengan terdakwa dan tidak pernah meninggalkan terdakwa maka sebagai suami, terdakwa pasti memberikan nafkah kepada korban dan anak terdakwa, namun korban selalu pergi meninggalkan terdakwa dan tidak mau hidup bersama dengan terdakwa dirumah Terdakwa.

· Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai ayah adalah memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari anak terdakwa dalam hidupnya. 

· Bahwa terdakwa tidak ada memberikan kebutuhan anak terdakwa sehari-harinya dan tidak menafkahinya.
c. Petunjuk

Berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

· Bahwa terdakwa kenal dengan korban Nurmala Sari Rangkuti, yang mana korban adalah Istri sah terdakwa. 
· Bahwa dasar terdakwa mengatakan bahwa korban Nurmala Sari Rangkuti adalah istri terdakwa sesuai dengan pernikahan yang telah kami lakukan serta sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 44 / 14 / III / 2015 tanggal 08 Maret 2015 di KUA Kec Bajenis Kota T.Tinggi.

· Bahwa setelah terdakwa dan korban melangsungkan pernikahan lalu terdakwa dan korban tinggal dirumah orang tua terdakwa di Jl Ir H Juanda Lk.II Kel Karya Jaya Kec Rambutan Kota Tebing Tinggi dan setelah menikah 2 (bulan) lalu korban pergi meninggalkan terdakwa dan kemudian terdakwa bersama dengan orang tua terdakwa berusaha mencari korban dan menjumpainya di rumah orang tua korban di Perumahan Purnawirawan Kec Bajenis Kota Tebing Tinggi namun saat itu korban tidak mau ikut sama terdakwa sehingga terdakwa meninggalkan korban NURMALA SARI RANGKUTI dirumah mertua terdakwa dan dapat terdakwa jelaskan saat itu korban dalam keadaan hamil sehingga terdakwa terus berusaha untuk meyakinkan korban NURMALA SARI RANGKUTI agar ikut kembali bersama terdakwa namun terdakwa tetap tidak mau hingga saat itu pada bulan Januari 2016 korban melahirkan di Klinik Bidan Lastri dan saat itu terdakwa juga hadir di Klinik tersebut untuk mendampingi korban hingga anak terdakwa lahir dan saat itu terdakwa tetap mengajak korban NURMALA SARI RANGKUTI untuk ikut bersama terdakwa namun korban tetap tidak mau sehingga terdakwa meninggalkan korban di Klinik Bidan Lastri dan hingga saat ini rumah tangga terdakwa dengan korban tidak harmonis. 

· Bahwa korban Nurmala Sari Rangkuti melahirkan anak terdakwa di Bidan Lastri dan seluruh biayanya ditanggung oleh BPJS sehingga terdakwa tidak mengeluarkan uang dan saat itu terdakwa membelikan perlengkapan anak bayi untuk anak terdakwa.

· Bahwa saat itu ketika anak terdakwa telah lahir korban tetap tidak mau ikut dengan terdakwa namun saat itu terdakwa tetap menjumpai korban di rumah mertua terdakwa di Perumahan Purnawirawan Kec Bajenis Kota Tebing Tinggi dan saat itu terdakwa tetap berusaha agar korban bersedia ikut dengan terdakwa dan hidup menjalin rumah tangga dengan terdakwa namun korban tetap tidak mau . Hingga anak terdakwa berumur 5 (Lima bulan) sekira bulan Mei 2016 kemudian korban mau dan bersedia tinggal bersama terdakwa dan saat itu terdakwa dan korban tinggal dirumah kontrakan di Jln. Ir H Juanda Lk. III Kel Karya Jaya Kec Bajenis Kota Tebing Tinggi namun saat itu kebersamaan terdakwa dan korban hanya bertahan sampai 2 (dua) bulan saja kemudian korban kembali meninggalkan terdakwa dan kemudian terdakwa tetap berusaha mencari korban dan menemukkanya di rumah mertua terdakwa dan terdakwa berusaha namun korban tidak mau hingga sampai saat ini. 

· Bahwa terdakwa memiliki anak yang bernama Muhammad Aditya dari hasil pernikahan terdakwa dengan korban Nurmala Sari Rangkuti dan tanggung jawab terdakwa sebagai ayah bahwa terdakwa pernah memberikan uang susu anak terdakwa kepada korban sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), yang mana terdakwa lupa bulannya namun pada tahun 2016 dan setelah itu terdakwa tidak ada lagi memberikan apapun kepada korban dikarenkan terdakwa mau korban dan anak terdakwa hidup bersama terdakwa namun korban tidak mau ikut dengan terdakwa.

· Bahwa Terdakwa tidak ada menafkahi anak dan istri terdakwa serta saat sekarang ini anak terdakwa tinggal bersama dengan istri terdakwa. 

· Bahwa Terdakwa lupa tanggal dan bulannya namun tepat pada tahun 2016 ketika anak terdakwa telah berumur 5 (lima) bulan dan istri terdakwa meninggalkan terdakwa serta membawa anak terdakwa pergi maka dimulai dari situlah terdakwa tidak lagi menafkahi anak dan istri terdakwa hingga saat ini tahun 2020. 

· Bahwa maksud terdakwa tidak menafkahi anak dan istri terdakwa hingga saat ini karena terdakwa tidak memiliki uang. - Bahwa terdakwa tidak memiliki pekerjaan namun terdakwa pernah menjaga usaha warnet orang tua terdakwa pada tahun 2016 namun saat sekarang ini terdakwa tidak bekerja. 

· Bahwa terdakwa tidak memiliki gaji tetap dan terdakwa hidup bergantung dengan orang tua terdakwa dan dapat terdakwa jelaskan bahwa pada saat menjaga usaha warnet terdakwa digaji sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) per bulannya. 

· Bahwa terdakwa menjelaskan jika korban taat dengan terdakwa dan tidak pernah meninggalkan terdakwa maka sebagai suami, terdakwa pasti memberikan nafkah kepada korban dan anak terdakwa, namun korban selalu pergi meninggalkan terdakwa dan tidak mau hidup bersama dengan terdakwa dirumah terdakwa. 

· Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai ayah adalah memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari anak terdakwa dalam hidupnya. 

· Bahwa terdakwa tidak ada memberikan kebutuhan anak terdakwa sehari-harinya dan tidak menafkahinya.

d. Surat
Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai:

· 1 (satu) buah buku Akta Nikah Nomor : 44 / 14 / III / 2015, tanggal 08 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi, atas nama Heri Sanjaya dan Nurmala Sari Rangkuti.
Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan bukti bukti surat sebagai berikut;

· Fotocopy Surat Keterangan sakit yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazegelen, hal mana pada intinya menguraikan bahwa Terdakwa sedang menjalani Pengobatan di Rumah Sakit Umum Kumpulan Pane. 
· Fotocopy Surat Rekomendasi DPJP dibubuhi materai secukupnya dan dinazegelen, hal mana pada intinya menguraikan bahwa Terdakwa membutuhkan pemeriksaan dokter Spesialis Jiwa.
· Fotocopy Bukti Setoran kepada Nurmala Sari Rangkuti dari bulan Februari sampai Mei 2021, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegelen , hal mana pada intinya menguraikan bahwa Terdakwa telah memberikan penghasilan tiap bulan kepada Adit dalam hal ini anak Terdakwa.
b. Pertimbangan Non Yuridis
Untuk pertimbangan Non-Yuridis, yang menjadi dasar pertimbangan hakim mempunyai dua kategori yakni pertimbangan filosofis dan pertimbangan sosiologis.

Aspek filosofis dan sosiologis penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan jelas penerapannya sangat sulit, sebab tidak mengikuti asas legalitas dan tidak terikat pada sistem. Pencatuman ketiga unsur tersebut tidak lain agar putusan dianggap dan adil dan diterima oleh masyarakat.
 Adapun pertimbangan non yuridis dalam perkara Nomor 179/Pid.Sus/2021/Pn.Tbt sebagai berikut;

a. Pertimbangan Filosofis

Dasar Filosofis yakni pertimbangan atau unsur yang menitik beratkan kepada nilai keadilan terdakwa dan korban. Sedangkan menurut Bagir Manan, mencerminkan nilai nilai filosofis atau nilai yang terdapat dalam cita hukum. Diperlukan sebagai sarana menjamin keadilan.


Putusan Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Perkara Nomor 179/Pid.Sus/2021/Pn.Tbt. Ditinjau dari surat dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan surat atau barang bukti pasti telah didapatkan fakta hukum yang terjadi pada kasus penelentaran dalam rumah tangga. Hal ini membuat hakim yakin untuk memutuskan suatu perkara pidana berdasarkan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan kebenaran dan keadilan bagi korban dan masyarakat. Penafsiran hakim yang memutuskan hukuman bagi terdakwa selama 4 (empat) bulan penjara, dianggap hal yang pantas bagi terdakwa karena hakim tidak boleh menyamakan kebenaran serta keadilan itu sama dengan rumusan perundang-undangan.
b. Pertimbangan Sosiologis

Dasar pertimbangan sosiologis maksudnya hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut, Sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa. Adapun hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan dalam putusan perkara nomor 4/Pid.Sus/2024/PN.Tbt, sebagai berikut;

1) Keadaan yang memberatkan: 

· Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Nurmala Sri Rangkuti yang merupakan isterinya; 

· Belum ada Perdamaian; 

· Terdakwa berbelit-belit memberikan keterangannya; 

· Terdakwa tidak ada menyesali perbuatannya; 
2) Keadaan yang meringankan: 

· Terdakwa bersikap sopan;
c. Analisa Penulis
Secara yuridis, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penelantaran dalam rumah tangga” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf a Undang – Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini menuntut agar majelis hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 6 (enam) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Selanjutnya Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penelantaran dalam rumah tangga”.
Secara filosofis Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa penjatuhan pidana selama 4 (empat) bulan terhadap pelaku tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga bertujuan tidak semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi sebagai bentuk pembinaan kepadanya agar menjadi pribadi yang lebih baik setelah menyelesaikan masa pidana, akan tetapi menurut penulis hal ini terlalu ringan, dan dibawah tuntutan jaksa, seharusnya Majelis Hakim yang terhormat dapat memberikan hukuman yang lebih berat daripada tuntutan Jaksa, agar tidak terjadi lagi banyak korban penelantaran dalam rumah tangga kedepannya.
Secara sosiologis, dalam pertimbangannya hakim hanya menyebutkan beberapa hal yang memberatkan terkhusus yang penulis lihat yaitu “perbuatan terdakwa merugikan korban yang merupakan isterinya” seharusnya hakim juga harus mempertimbangkan dan memperjelas bahwa ”perbuatan terdakwa telah menimbulkan penderitaan bagi korban yaitu istri dan anak-anaknya”. Penulis menilai hal ini juga dikategori sebagai hal-hal yang memberatkan terdakwa, hal ini terlihat jelas dari keterangan korban yang menyatakan akibat yang ditimbulkan dari penelantaran tersebut yaitu korban sebagai istri harus berperan menjadi tulang punggung keluarga untuk menghidupi anaknya, karena menggantikan peran ayah sejak tahun 2016 hingga tahun 2020. Dan secara jelas tertulis di dalam putusan tersebut, keadaan yang memberatkan terdakwa dimana terdakwa tidak ada menyesali perbuatannya, seharusnya hakim dapat memutus perkara ini lebih dari tuntutan jaksa, agar dapat memberikan pelajaran yang berarti bagi terdakwa kedepannya, bahwa didalam pernikahan ada tanggung jawab besar.

Menurut penulis, Majelis Hakim yang terhormat tidak melihat seluruh fakta dan kejadian dalam persidangan kasus kelalaian ini. Mereka merasa tidak ada yang bisa membebaskan atau meringankan terdakwa. Pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dianggap tidak adil atau sepadan dengan kesalahan terdakwa. Dampaknya, menuntut terdakwa melakukan tindak pidana akan membuat korban semakin stres. Pidana penjara selama 4 (empat) bulan mungkin tidak menguntungkan korban karena pidana penjara tersebut bersifat statis atau terdakwa tidak berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. Oleh karena itu, hukuman penjara akan membuat keluarga korban semakin sengsara karena tidak ada lagi yang mencari nafkah dan korban harus berganti peran sebagai suami dalam membesarkan anak.
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